BAB V

PENUTUP
5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

I. Inovasi pelayanan publik. Simawar ini sudah bisa diterima masyarakat dan
dapat berjalan cukup efektif dengan didasarkan pada 5 indikator pelayanan
publik yakni : kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan
perlakuan/tidak deslcriminatif, ketepatan waktu, kecepatan kemudahan dan
keterjangkuan. Dengan adanya inovasi Simawar (sistem informasi
masyarakat) banyak kemudahan yang dirasalcan masyarakat khususnya dalam
bidang pemberdayaan perempuan dan kekerasan anak. Adapun kemudahan
tersebut antara lain: dan segi biaya, masyarakat tidak perlu mengeluarkan
biaya administrasi dan biaya lainya, selanjutnya dari segi waktu pelayanan
tidak memerlukan banyak prosedur karna melaui aplikasi pelaporan ataupun
pengaduan langsung di terima oleh admin/operator Simawar dalam hitungan

menit.

2. Secara umum Inovasi Pelayanan Publik Simawar sudah dapat dikatakan
berjalan dengan baik, namun masih ada kendala yang dialami antara lain
Jaringan interne yang belum bisa diakses secara optimal terutama diderah
pelosok, Jumlah SDM Yang Kurang, terkait jumlah SDM yang kurang akan

berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan, dan letak geografis yang relative
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luas dan terpencil sulit untuk dijangkau. Sedangkan yang menjadi faktor
pendukung yaitu Sistem Informasi Teknologi Dengan layanan ini pelaporan
yang dilakukan masyarakat akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan
biaya karena semua pelaporan dilakukan secara online di aplikasi, Sumber
Daya Anggaran dan Fasilitas yang sudah Memadai, Partisipasi Masyarakat
Tinggi dengan adanya inovasi ini terbukti kemauan masyarakat untuk melapor

tinggi sebelum adanya inovasi ini.

5.2 SARAN

Sesuai dengan simpulan diatas maka peneliti menawarkan beberapa saran

to sebagai berikut :

1. Perlu di tingkatkan lagi untuk sistem promosi ke masyarakat Kabupaten Bima
melalui sosialisasi karna masih banyak masyarakat yang belum tahu cara

penggunaan aplikasi Simawar.

2. Kinerja staff di bagian inovasi Simawar perlu dikembangkan lagi dalam hal
ITE agar kedepan bisa menciptakan inovasi-inovasi barn yang berguna untuk
memberikan kemudahan dalam pelayanan publik di Kabupaten Bima.
Pengembangan ini bisa dilakukan melalui pelatihan baik yang bersifat on job

training maupun off job training.

3. Pihak DP3AP2KB juga harus rmengembangkan fasilitas yang sudah ada dan
menambah fasilitas yang belum ada untuk menunjang pelayanan publik yang

lebih maksimal.
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4. Kepuasan masyarakat merupakan prioritas utama yang hares diperhatikan, selain
penyediaan fasilitas fisik, pelayanan juga hams diperhatikan mengingat

pengaduan masyarakat yang kian hari kian meningkat,
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BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ 5y5 /06.17/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK “ ASRI”
KABUPATEN BIMA PERIODE 2017-2020

BUPATI BIMA,

bahwa sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Anak adalah untuk meningkatkan
kedudukan, kualitas dan peranan perempuan dan anak agar
menjadi insan yang mandiri dalam semua bidang kehidupan
dan pembangunan serta penghormatan yang wajar terhadap
hak-hak perempuan dan anak;

bahwa segala bentuk perilaku diskriminasi serta tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan
tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun
lembaga-lembaga pemerintah yang terkait;

bahwa untuk mewujudkan peran serta dan tanggung jawab
pemerintah daerah dalam memberdayakan perempuan dan
anak serta memberikan perlindungan dari perilaku
diskriminatif, perlu dibentuk pengurus Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten
Bima;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima
Periode 2017 - 2020; s

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang' Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia; . .

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak; .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Péfiduduk dan Pembangunan Keluarga;




U

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial; )

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; \

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bima;

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficcking)
Perempuan dan Anak;

Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Nomor: 14/ Men.PP / Dep.VIX / 2002, Merteri
Kesehatan Nomor: 1329 / Men.Kes / SKB / 2000, Menteri
Sosial Nomor: 75 / HMK / 2002 dan Kapolri Nomor: POL / B
/3048 / 2002 tentang Penanganan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN

PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU DAN ANAK "ASRI”
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.

Membentuk Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak “ASRI” di Kabupaten
Bima periode 2017-2020 dengan susunan kepengurusan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rumusan pokok-pokok kebijakan keputusan
pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima dan memberi
masukan terhadap kebijakan serta materi-materi hukum
agar lebih memihak pada kepentingan perempuan dan
anak;

b. melakukan penggalian data dan informasi secara
terpadu terhadap kepentingan Gender, kesejahteraan
dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

¢. memfasilitasi proses perkembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di
Kabupaten Bima;

d. menyusun rencana aksi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima;

€. menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi
terhadap implementasi rencana aksi Pusat Pclayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat
Kabupaten; i

f.  memberikan atau meminta saran, pertimbangan,
rekomendasi kepada pihak terkait lain, para ahli dari
unsur  pemerintah, masyarakat serta  swasta
(stakeholder) yang terkait dengan perlindungan
perempuan dan anak;

g. membuat pertanggungjawaban kepada publik tentang
hasil kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak di tingkat Kabupaten; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Arak Kabupaten
Bima dibantu oleh Sekretariat tetap yang berkedudukan di
Bagian Administrasi Kesejehteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Bima;

Untuk  mendukung pelaksanaan tugas sekretariat
sebagaimana’- dimaksud diktum KETIGA, dibentuk
divisi-divisi yang syarat dengan muatan Pengarusutamaan
Gender dan Pengarusutamaan Anak, yaitu :

a. Divisi Pengembangan Kapasitas;

b. Divisi Data dan Informasi; dan

c. Divisi Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat.

Susunan keanggotaan divisi-divisi sebagaimana dimaksud
diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan ini;

.Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penctapan ini akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

2017

Tembusan : disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak, Pengendalian
Penduduk dan Kaluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima di Raba;

3. Inspcktur Kabupaten Bima di Raba;



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIMA

NOMOR  :188.45/4%5 /06.17/2017
TANGGAL : 24 s 2017
SUSUNAN PENGURUS

PUSAT PELLAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ”ASRI”
(P2TP2A) KABUPATEN BIMA PERIODE 2017-2020

KEDUDUKAN DALAM »
NO. NAMA/ JABATAN KEPENGURUSAN KETERANGAN
1. | Bupati Bima Pembina
2. | Wakil Bupati Bima Pembina
3. | Sckretaris Dacrah Kabupaten Bima Pengarah
4. | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima Pengarah
5. | Kapolres Bima Pengarah
6. | Kapolres Bima Kota Pengarah
7. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengarah
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima
~ 8. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Pengarah
9. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Pengarah
10. |Kepala Dinas Tenaga Kerga dan Pengarah
Transmigrasi Kabupaten Bima
11. | Direktur RSUD Kabupaten Bima: Pengarah
12. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ketua Umum
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
13. | Kepala  Bagian  Administrasi  Kesra Wakil Ketua
Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
14. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Ketua Pelaksana
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Harian
dan Keluarga Berncana Kabupaten Bima
15. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Sekretaris
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berncana Kabupaten Bima
. 16. | Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Wakil Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima
17. | Kepala Sub. Bidang Pengarus Utamaan Anggota
Gender pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bima
18. | Yanti Hardiyansih (staf pada Dinas Anggota
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bima)
19. [Sri  Handayani (staf pada Dinas Anggota
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bima)




LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ /06.17/2017
TANGGAL : 2017

SUSUNAN ANGGOTA DIVISI-DIVISI PADA SEKRETARIAT
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ”ASRI”
(P2TP2A) KABUPATEN BIMA PERIODE 2017-2020

DIVISI PENGEMBANGAN KAPASITAS

No. NAMA/JABATAN KEDUDUKAN ,KET.
DALAM DIVISI
1. | Nasrullah, SH (Lembaga Perlindungan Koordinator
Anak)
2. |Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Anggota

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Keluarga pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berncana Kabupaten Bima

3. | Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Anggota
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bima

4. | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Anggota
= & Pendidikan Non Formal dan Informal
Pemuda dan Olah Raga pada Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga
Kabupaten Bima

S. | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Anggota
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. |Kepala Sub. Bagian Peraturan Perundang- Anggota

Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bima

7. |Kepala Seksi Kesejahteraan Anak pada Anggota
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bima

8. | St. Rufida (Koalisi Perempuan Indonesia) Anggota

9. | Kepala Seksi Pengarus Utamaan Gender Anggota
; pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bima

DIVISI DATA DAN INFORMASI

No. NAMA/JABATAN KEDUDUKAN KET.
DALAM DIVISI
1. | Kepala Bidang Informasi Pengolahan Data Koordinator
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pengendalian Anak, Pengendalian

Penduduk dan  Keluarga Berencana
Kabupaten Bima

2. | Kepala Bidang Kelembagaan, Anggota
Pengembangan Adat dan Sosial Budaya
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bima

3. | Kasubbag. Pemberitaan pada Bagian Anggota
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Bima o

4. | Kepala Seksi Pengolahan Data Anak pada Anggota
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindunag Anak, Pengendalian Penduduk
dan Kcluarga Berencana Kabupaten Bima




Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten
Bima

Anggota

Kepala UPT pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bima

Anggota

~1

Syafrullah, S.Sos (staf pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak  Pengendalian Penduduk dan

|| Keluarga Berencana Kabupaten Bima)

Anggota

DIVISI PENGADUAN, PELAYANAN DAN REINTEGRASI SO

No.

NAMA/JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM DIVISI

Syafrin (Lembaga Perlindungan Anak
Kabupaten Bima)

Koordinator

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Bima

Anggota

Kepala Seksi Pelindungan Perempuan pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk  dan  Keluarga Berencana
Kabupaten Bima

Anggota

Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Bima

Anggota

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggota

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bima

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak (Polres Bima)

Anggota

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak (Polres Bima Kota)

Anggota

Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi
Perempuan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bima

Anggota

Kepala Seksi Kescjahteraan Anak pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

.| Kabupaten Bima

Anggota

) i

Kepala Unit Gawat Darurat RSUD
Kabupaten Bima

12.

Lisnawati (psikolog)

13.

Radiaturrahman, SH (Law Firm Syaiful
Islam & Partnerts) g

14.

Deni Kusumayadi (Dinas Sosial Kabupaten
Bima)




BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR: 188.45/022/006/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTIM INFORMASI WARGA (SIMAWAR)

Menimbang

Mengingat

10.

KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

bahwa dalam rangka memberikan wadah bagi warga/publik
untuk memberikan laporan, informasi yang terkait dengan
kasus kekerasan pada perempuan dan anak , informasi &
pendaftaran tentang (Pekerjaan, Difabelitas, Inovasi, Usaha)
perempuan yang ada di Kabupaten Bima, sehingga
penanganan kasus dapat direspon dengan baik;

bahwa untuk kelancaran dan mempercepat
mengimplementasikan sistim informasi warga (SIMAWAR) di
Kabuapten Bima, perlu dibentuk tim sistim informasi warga
(SIMAWAR) Kabupaten Bima;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Sistim Informasi Warga
(SIMAWAR) Kabupaten Bima;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi
Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bima;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018;

12. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

13. Peraturan Bupati Bima Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTIM
INFORMASI WARGA (SIMAWAR) KABUPATEN BIMA.

Membentuk Tim Sistim Informasi Warga (SIMAWAR) Kabupaten
Bima, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;

Tugas Tim Sistim Informasi Warga (SIMAWAR) sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. melaksanakan dan memfasilitasi sosialisasi dan promosi
terkait aplikasi sistim informasi warga kabupaten bima;
2. merespon dengan cepat semua laporan dan kasus-kasus yang
masuk di sistim informasi warga;
3. menindaklanjuti semua laporan kasus yang masuk dengan
cepat; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal 26 WARET 2018
IR

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima di Raba;

2. Inspektur Kabupaten Bima di Raba;

3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bima di Bima;

4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima

di Bima;

S. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima di Bima;



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BIMA
: 188.45/ 022/006/2018
: 206 VARET 2018

PEMBENTUKAN TIM SISTIN INFORMASI WARGA (SIMAWAR)

NOMOR
TANGGAL
I. Pengarah
II. Penasehat
III. Koordinator
IV. Wakil Koordinator
V. Admin
VI. Tim Hukum
VII. Tim Kesehatan
VII. Tim Rehabilitasi
VIII. Anggota

KABUPATEN BIMA

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bima;

Sekretaris Dinas Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bima;

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bima;

Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bima;

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bima;

Unit PPA Polres Bima
Unit PPA Polres Bima Kota

Puskesmas Se Kabupaten Bima
Dinas Sosial Kabupaten Bima Kabupaten Bima;

UPT. DP3AP2KB Se Kabupaten Bima;
Satgas PPA Desa Se Kabupaten Bima;




BUPATI BIMA

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Bima, 26 Maret 2018

: \'54-9/0(\/06. \7/ 208 Kepada
: Penting Yth. 1. Kepala OPD
: 1 (satu) Lembar 2. Camat / UPT Kab. Bima

: Penggunaan Aplikasi Sistim Informasi 3. Kepala Desa Se-Kab. Bima

Warga (SIMAWAR) Di -
Tempat

SURAT EDARAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala
bentuk kekerasan sesuai dengan filsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, bahwa scgala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam
rumah tangga dan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan
kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak
yang kebanyakan adalah perempuan dan anak harus mendapat perlindungan dari negara
dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,
penyikasaan atau perlakuan yang merendahkan derajad dan martabat manusia..

Dalam mewujudkan dan mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut,
pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima, telah berinovasi
menciptakan Aplikasi Sistim Informasi Warga (SIMAWAR), yang merupakan wadah bagi
warga/publik untuk memberikan laporan, informasi yang terkait dengan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, informasi dan pendaftaran tentang (Pekerjaan, Difabilitas,
Inovasi dan Usaha) perempuan yang ada di Kabupaten Bima.

Berkaitan dengan hal tersebut agar Aplikasi SIMAWAR dapat di implementasikan
oleh seluruh OPD, Camat/UPT dan.Kepala Desa Se-Kabupaten Bima, sehingga kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat di identifikasi dan ditindaklanjuti.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
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BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BEIMA
NOMOR : 188.45/526/03.7/2018

TENTANG

FPEMBEENTUEAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASFIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT - SISTEM FENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SP4N) DI LINGEKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BEIMA
BUPATI BIMA,

bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan
publik vang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi,
perlu dibentulk tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan
petugas administrator pengelola Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Ralkyat - Sistemm Pengelolaan
pengaduan pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N)
Pemerintah Kabupaten Bima;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bima
tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan
Petugas Administrator pengelola Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan
pengaduan pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N)
Pemerintah Kabupaten Bima;

Undang—Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengpara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darn
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publilk;



Menstapkan

EESATU

KEDUA

6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulkan Peraturan Perundang — undangan;

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daesrah:

10, Peraturan Presiden Nemor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publilk;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrsi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman  Penyelenggaraan  Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional,

12, Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolersi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bima.

MEMUTUSEAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMEENTUEKAN TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT - SISTEM FPENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SP4N)
DI LINGEKUNGAN PEMERINTAH KABUFPATEN BIMA

Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan
Petugas Administrator pengelola Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan pengaduan
pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N] Pemerintah
Kabupaten Bima dengan susunan keanggotaan tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;

Tim vang dibentuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU
mempunyal tugas sebagai berilout :
a. Pembina
1. menjamin terselenggaranya pengelelaan pengaduan
pelayanan publik di Kabupaten Bima yang meliputi
organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang
memadai;



2.

memberikan pembinaan, kebijakan, petunjuk telknis
dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik di Kabupaten Bima.

Penanggungjawab

1.

Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja
pengelola dan penyelesaian pengaduan di perangkat
daerah berdasarkan indikator dan target yang
ditetapkan;

2, Melakukan  evaluasi atas kinerja pengelolaan
pengaduan.

Ketua

1. memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

penyelengparaan dan  pengendalian  pengelolaan
pengaduan masyarakat;
melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas
penyelengparaan dan  pengendalian  pengelolaan
pengaduan masyaralkat.

Waldl Eetua

1.

membantu Ketua memimpin, mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pengendalian
pengelolaan pengaduan masyarakat;

memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
penyelenggaraan dan  pengendalian  pengelolaan
pengaduan masyarakat.

Sekretaris

1.

2.

merumuskan mekanisme pengelolaan pengaduan
masyaralkat;

melaksanakan pelaporan tugas penyelenggaraan dan
pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

Angpota

1.

4.

5.

merencanakan, menyelaraskan, mengkonfirmasikan
rencana program dan rencana kerja anggaran
pengelolaan pengaduan masyarakat;

melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung
untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian
pengaduan apabila indikator dan target status terlihat
lamban;

memberikan informasi pengaduan masyarakat kepada
perangkat daerah dan masyarakat:

melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada
ketua;

melaksanakan tugas terkait penpgelolaan pengaduan
yang diberikan ketua.



B
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Pejabat Penghubung

1.

mengumumlan nama dan alamat kantor
penanggungjawab pengelolaan pengaduan media cetalr,
media elektronik dan dan online;

mensosialisasilcan mekanisme dan prosedur
pengelolaan pengaduan kepada masyarakat pengguna
layanan secara langsung maupun media cetak, media
elektronik dan online;

menerima, menanggapi, Memproses dan
menyslesaikan setiap pengaduan;

melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan
pengaduan;

melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan
pengaduan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
perangkat daerah, yang selanjutnya pimpinan
perangkat daerah melaporkan kepada BUFATI BIMA cgq
Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
Setda Kabupaten Bima.

Pengelola Pengaduan/ Tim Admin

1.

melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan
oleh pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat - Sistern Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (LAPOR!-SP4N|:

menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan
pada organisasi penyelenggara [perangkat daerah atau
pejabat di linglkungan masing — masing berdasarkan
kategori pengaduan;

melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan
penyelesaian pengaduan dalam lingkungan
penyelenggara dan organisasi penyelenggaraan;
melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara
berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang
diterima, penysbab pengaduan dan penyelesaian
terhadap pengaduan;

menyalurkan pengaduan kepada koordinator
pengelolaan pengaduan Nasional, pengelola Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pubklik Nasional
(LAPOR!I-SP4N) untuk diteruskan kembali apabila
kategori pengaduan yvang diterima tidak sesuai dengan
kewenangannya.

Sekretariat

1.

2.

membantu pelaksanaan tugas — tugas Sekretaris dalam
administrasi pelaporan pengaduan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris.



KEETIGA

KEEMPAT

EELIMA

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum EKEDUA,
dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di  Bagian
Organizasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah
Kabupaten Bima;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bima;

Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian har terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditstapkan di : Bima
/Ea.gg__tanggal : & Nopember 2018
g

Vss

Tembusan : disampaikan kepada @
1. Menteri Pendayagunaan Aparatar Negara dan Reformasi Birokrasi Bl di

Jalarta;
. Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta;
. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara

L B2

Barat di Mataram;

5. Segenap pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
6. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN EUPATI BEIMA
NOMOR : 188.45/526/03.7/2018
TANGGAL : & Nopember 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT - SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SPAN) PEMERINTAH KAEUPATEN BIMA

NO. NAMA /JABATAN KEEDUDUEAN DALAM TIM
1 2 3
A. | Tim Koordinasi Penanganan
Pengaduan
1. | Bupati Bima Pembina
2. | Wakil Bupati Bima Pembina
3. | Sekretaris Daerah Penangrungjawab
4. | Asisten Admanistrasi Umuam Ketua
5. | Asisten pemerintahan dan Kesra Waldl Ketua
6. | Asisten Perekonomian dan Waldl Ketua
Pembanpunan
7 Kepala Bagian Organisasi dan Sekretaris merangkap
Pendayagunaan Aparatur Setda Anggota
Kabk. Bima
8. | Inspektur Kab. Bima Anggota
9. | Kepala Dinas Komunikasi, Anggota
Informatilta dan Statistik
10. | Eepala EBadan Perencanaan Anggota
Pembanpgunan, Penslitian dan
Penpembangan Dasrah
11. | Eepala Bagian Hulkum Seloretariat Anggota

Daerah Kabupaten Bima

B. | Pejabat Penghubung

1. | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Psjabat Penghubung
Pemuda dan Olahraga

a. Sekretaris

b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan

2. | Dinas Kesehatan Pejabat Penghubung

a. Sekretaris

b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan

3. | Dinas Sosial Pejabat Penghubung

a. Sekretaris

b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan

4. | Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pejabat Penghubung

a. Seloretaris

b. Kepala Sub Bagian Program dan




Pelaporan

=]

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik

Pejabat Penghubung

a. Sekretaris

b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan

8. [ Dinas Perhubungan Pejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
9. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
10. | Dinas Parmwisata Pejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
11. | Dinas Pekerjaan Umum dan Pejabat Penghubung
Penataan Fuang
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
12, | Dinas Perumahan dan Kawasan Pejabat Penghubung
Permukiman
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
12, | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Pejabat Penghubung
Menengah
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
13. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
14. | Dinas Pertanian dan Perkebunan Pejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
15. | Dinas Kelautan dan Perikanan Fejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
16. | Dinas Linglungan Hidup FPejabat Penghubung

a. Sekretaris

b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Pejabat Penghubung




a. Sekretaris

b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan

18. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pejabat Penghubung
Perlindungan Anak, Pengendalian
Pendudukan dan Keluarga Berencana
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
159, [ Dinas Ketahanan Pangan FPejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
20. | Dinas  Penanaman  Modal dan Pejabat Penghubung
Pelavanan Terpadu Satu Pintu
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
21. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Pejabat Penghubung
Hewan
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
22, | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Fejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
23. | Satuan Polisi Pameong Praja Pejabat Penghubung
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
24, [ Badan Penanggulangan  Bencana Pejabat Penghubung
Daerah
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
25. | Badan Perencanaan Pembanpunan, Pejabat Penghubung
Penelitian dan Penpembangan Daerah
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
26. | Badan EKepegawaian Daerah dan Pejabat Penghubung
Pendidiltan Pelatihan
a. Sekretaris
b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan
27. | Badan Pengelolaan Pendapatan, Pejabat Penghubung

Keuangan dan Aset Daerah

a. Sekretaris

b. Kepala Sub Bagian Program dan




Pelaporan

28.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Psjabat Penghubung

a. Selretariz

b. Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan

2G.

Sekretariat DFED Kabupaten Bima

Pejabat Penghubung

a. Kepala Bagian Umum

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan Protolkol

Pengelola Pengaduan/ Tim Admin

Andi Hariz Nasution, 5.IP (Inspektur
Pembantu pada Inspektorat Kab.
Bimal)

Pengelola Pengaduan

Suryadin, 55, M.54 [Kabid
Komunikasi Publik dan Diseminasi
Informasi)

Pengelola Pengaduan

Laily ERamdham, 53.3TF  (Kabid
Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KE
Kab. Bima)

Pengelola Pengaduan

Ruslan, 5.S0s [Kasubag
Ketatalaksanaan dan Kinerja pada
Bagian Organisasi dan
Pendayagunaan Aparatur Setda Kab.
Eima)

Pengelola Pengaduan

Muhammad Amin, ST M.Eng (Kepala
Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan pada Dinas Dukcapil
Kab. Bima)

Pengelola pengaduan

Junaidin, S.KM. 5.50s. MM. (Easubag
Program dan Pelaporan ESUD Bima)

Pengelola Pengaduan

=]

Thwan Budiman, 5.50s M.AP
(Kasubag Umum dan Kepegawaian
pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga)

Pengelola Pengaduan

Muhammad Farid, S5.50s (Kasi
Penyehatan Lingkungan pada Dinas
Kesehatan Kab. Bima)

Pengelola Pengaduan

Raani Wahyumi ST. MT.M.Sc (Kasi
Pengendalian dan Pelaporan pada
Bappeda Kab. Bima)

Pengelola Pengaduan

10.

Muhlis, SH. MH. (Kasubag Peraturan
PerUU pada Bagian Hukum Setda
Kab. Bima)

Pengelola Pengaduan

11.

Fungsional Umum
Muhazirin, 5.50s)

(Firdaus

Tim Admin

Sekretariat

Kepala Sub Bagian Kelembagaan
pada EBagian Organisast dan
Pendayagunaan Aparatur Setda Kab.
Bima

Unsur Sekretariat

Kepala Sub Bagian Kepepawaian dan

Unsur Sekretariat




Anjab pada Bagian Organisasi dan
Pendayagunaan Aparatur Setda Kab.
Bima

3 orang Staf (PN5/Non FPN3| pada
Bagian Organisasi dan
Pendayagunaan Aparatur Setda Kab.
Bima

Unsur Sekretariat




